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Kementerian Pendayagu naan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Mal Pelayanan Publik

PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



MENGAPA PERLU

MAL PELAYANAN PUBLIK?
Pasal 9 ayat (1) UUNomor2> BB vementerian B x ..... x ..... Pemerintah Daerah
Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik
» Sistem Pelayanan terpadu yang dilakukan saat ini berdasarkan sektor dan
Dalam rangka wilayah pemerintahan (eg: Sistem pelayanan Terpadu Kementerian/Lembaga
mempermudah ) dan Pemerintah Prov/Kab/Kota) masih terpisah satu sama lain.
penyelenggaraan berbagai
bentuk pelayanan dapat Diperlukan suatu Pelayanan yang menterpadukan antara pelayanan
dilakukan sistem Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada
penyelenggaraan pada suatu tempat dalam kesatuan sistem yang bertujuan:
pelayanan terpadu” a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;

b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
¢c. memperpendek proses pelayanan;
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,

Reformasi Birokrasi: pasti, dan terjangkau; dan
Percepatan Peningkatan e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh

Kualitas Pelayananan Publik. pelayanan.
(Vide Pasal 12 PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik)




Ekonografik

UNTUK INDONESIA i VI SI PRE SID EN

2019-2024
Presiden Joko Widodo menyampaikan lima visi Indonesia 20 1 9-2024

di periode kedua pemerintahannya. Kelima visi ini
diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya
saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global

Y UNDANG INVESTASI SELUAS-LUASNYA UNTUK
T —————r- BUKA LAPANGAN PEKERJAAN

pembangunan infrastruktur

interonoksi nrasruktur ‘ Memangkas hambatan investasi

dengan kawasan: industri kecil,
Kawasan Ekonomi Khusus,
pariwisata, persawahan,
perkebunan, dan perikanan

2. Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM)

* Menjamin kesehatan ibu hamil &

REFORMASI BIROKRASI

i —— ,  Kecepatan melayani dan memberi 1zin
& manajemen talenta . . . .
_  Menghapus pola pikir linier, monoton dan
. 1 . .
e e '""'g" | terjebak di zona nyaman

investasi

» Adaptif, produktif, inovatif, kompetitif

4. Reformasi birokrasi

« Kecepatan melayani &
memberi izin

* Menghapus pola pikir
linier, monoton, dan

* Adaptif, produktif,
inovasi, kompetitif

Mal pelayanan publik memberikan pelayanan cepat
kepada masyarakat dan pengusaha.

- Joko Widodo

APBN dipastikan
harus memiliki
manfaat ekonomi

& meningkatkan
kesejahteraan rakyat

SUMBER: PIDATO “VISI INDONESIA” JOKO WIDODO, 14 JULI 2019
PENULIS: YOSEPHA PUSPARISA | FOTO: ANTARA FOFO
DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI

(@ @KATADATAcoid @) KATADATA Indonesia @) katadatacoid (@ Katadatacoid www.katadata.co.i



Laar Belalkamng WMal [Felayanamn Publik

Reformasi Birokrasi
Peringkat EoDB Tahun 2019 =

Peringkat 73 dari 190 Negara Visi Misi Presiden RI
(target: Peringkat 40) . 8 Area Perubahan

Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019 Gerakan Revolusi Mental

= 40 (Peringkat 89 dari 180 Negara) Gerakan Indonesia Melayani

Hasil Yanqg diharapkan

Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat

Tercapainya tingkat efektifitas dan efisiensi |
dalam penerapan standar pelayanan

| _ _ _ Pelayanan Publik
Memberikan kontribusi terhadap peningkatan yPrima o
peringkat Indonesia dalam  kemudahan (Sesuai UU
berusaha atau EODB (Target 2019=Peringkat 25/2009)

40)
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Tipe Pelayanan Model Pelayanan

1. Direct Services 1. Instansional
2. Terpadu

a. Satu Atap
b. Satu Pintu

2. Mobile Services
3. Self Services
4.E-Services c. Campuran
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10000000 00000

Mal Pelayanan Publik adalah tempat
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas
penyelenggaraan pelayanan publik atas barang,
jasa dan/atau pelayanan administrasi yang

merupakan perluasan
baik serta pelayanan

dan dalam rangka menyediakan
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman
dan nyaman.
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Memberi kemudahan, kecepatan,

y keterjangkauan,keamanan dan kenyamanan
kepada masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan

Meningkatkan daya saing global dalam memberikan
kemudahan berusaha di Indonesia
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Dasar-dasar Hukum Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PANRB Nomor

23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik

Keputusan Menteri PANRB Nomor
135 Tahun 2017 tentang Penetapan
Percontohan Mal Pelayanan Publik:

Keputusan Menteri PANRB Nomor

11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi
Pemprov DKl Jakarta Pemkot Surabaya Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (11

Pemkot Batam Pemkot Denpasar lokasi) & Kepmen 31/2019 (36 Instansi)

Penandatanganan naskah komitmen

penyelenggaraan MPP pada 7 Februari
2018 oleh kepala daerah yang akan

menyelenggarakan mal pelayanan publik di

g‘ daerahnya masing-masing.




Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan 48 MPP oleh Menteri PANRB dan Kepala Daerah
Jakarta, 10 Maret 2020

. Provinsi Sulawesi Tengah . Kabupaten Wajo
. Provinsi Sulawesi Selatan ~ : . Kabupaten Gresik
. Kabupaten Pesisir Selatan ‘ — . Kabupaten Bojonegoro
. Kabupaten Tanah Datar ' : ROKRAS) . Kabupaten Pamekasan
. Kabupaten Asahan > 3 . Kabupaten Sumenep
. Kabupaten Limapuluh Kota I £ ~ . Kabupaten Lamongan
. Kabupaten Pandeglang N . Kabupaten Tuban
. Kabupaten Bekasi - . Kabupaten Magetan
. Kabupaten Bandung | - . Kabupaten Nganjuk

. Kabupaten Purwakarta > . Kabupaten Madiun

. Kabuapten Indramayu 4 L A B P - ' . Kabupaten Pasuruan

. Kabupaten Kuningan . Kabupaten Banjar

. Kabupaten Bulukumba . Kabupaten Tabalong

. Kabupaten Gunung Kidul . Kabupaten Jembrana

. Kabupaten Jepara | . Kota Tebing Tinggi

. Kabupaten Kudus penan0A TS AL 855 . Kota Tanjungpinang

. Kabupaten Maros 1! PRI o . Kota Lubuklinggau

. Kabupaten Selayar iy | | e X . Kota Bandung

. Kabupaten Polewali Mandar e - S oA . Kota Tasikmalaya

. Kabupaten Pati Uy = ALY . Kota Surakarta

. Kabupaten Purworejo = ¥ — —— ]| . Kota Salatiga

. Kabupaten Cilacap g E ‘ = . Kota Makassar

. Kabupaten Sragen o e | . Kota Palu

. Kabupaten Tegal N W L — . Kota Tarakan
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Pemda Kab/Kota

1. PTSP

2. Disdukcapil

3. Badan Pajak
dan Retribusi
Daerah

4. OPD lainnya

1. PDAM
2. Bank Daerah
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BUMN

Jasa Raharja
BPJS
Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan
PT PLN (Persero)
PT Taspen

Perbankan

BRI
Bank Mandiri
BNI
Bank lainnya

Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Keuangan
* Direktorat Jenderal Pajak
 Direktorat Bea dan Cukai
2. Kementerian Hukum dan HAM
» Direktorat Jenderal Imigrasi
 Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum
3. Kementerian ATR/BPN
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Rl
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. K/L lainnya



JENIS-JENIS PELAYANAN DI MPP

&

1. Layanan SIUP, TDP, IMB

' ﬁ% ‘| NON PERIZINAN

1 ol

. Layanan SIM dan SKCK

2. Layanan lzin Usaha Industri . Layanan Paspor

3. Layanan Izin Usaha Angkutan . Layanan Pertanahan

4. Layanan lzin Lingkungan . Layanan Disdukcapil

5. Layanan Izin Praktek Apoteker . Layanan Tenaga Kerja

6. Layanan Izin Apotek Layanan Bea Cukai

N~ o o A W N R

7. Layanan lzin lainnya . Layanan lainnya

012



Penyelenggara Mal Pelayanan Publik

Penyelenggara

MPP diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Ruang Lingkup
Meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah/swasta.

Nota Kesepahaman

Bergabungnya pelayanan K/L/D, BUMN/D dan Swasta
berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota
kesepahaman




Tahapan Pembentukan Mal

Pelayanan Publik

wi
N

Peresmian
Penandatanganan

Penyiapan Sarpras
Pengaturan yd;; SDM P MoU dan PKS

Koordinasi  \jekanisme Kerja

Pelayanan



11'& 1. Koordinasi Pelayanan

Penyempurnaan Konsep
Menyempurnakan konsep
berdasar hasil koordinasi dan
studi tiru

Studi Tiru

Mempelajari MPP lain yang
telah dibentuk dan
direkomendasikan oleh
Kementerian PANRB

Koordinasi Kemenpanrb

Menyampaikan konsep awal
pembentukan MPP, mulai dari

tahap perencanaan sampai dengan

peresmian

Penyamaan Persepsi

Dilakukan internal untuk menyamakan
persepsi terkait MPP, termasuk
didalamnya pemahaman aturan
perundang-undangan.

Inventarisasi Layanan

Layanan apa yang dibutuhkan
masyarakat didaerah yang akan
membentuk MPP

Penjajakan

Instansi mana yang akan bergabung
dalam MPP yang akan dibentuk



.o:o. 2. Pengaturan Mekanisme Kerja MPP

Hal yang dapat diatur antara lain:
Hirarki Koordinasi =2=

’IT!" SlStem Antrlan Bagaimana berkoordinasi lebih lanjut dalam
=Trn . . . o
W Bagaimana sistem antrian akan Mal Pelayanan Publik, jika ada yang perlu

manual, terpusat, atau masing-

masing layanan L TUQGS dan%
N Tanggung jawab

Bagaimana pengaturan tugas dan
tanggungjawab dari instansi yang
memberikan pelayanan dalam Mal Pelayanan

Publik

@ Jam Kerja O

Bagaimana pemberlakuan jam kerja OSP’ SOP’ dan Iainnya

dan jam layanan pada Mal
Pelayanan Publik. Apa ada Bagaimana SP, SOP, dan ketentuan

perlakuan khusus pada layanan lainnya berlaku dalam Mal Pelayanan
tertentu atau diperlakukan sama Publik

diberlakukan. Apakah elektronik, % untuk dikoordinasikan




73, Penyiapan Sarana Prasarana dan SDM

Beberapa Catatan Untuk Menjadi Perhatian :

SARPRAS = PEMDA, SDM = UNIT
Penyediaan Sarana dan Prasarana umum
dilakukan oleh Pemda Penyelenggara
MPP, sedangkan SDM disediakan oleh unit
yang bergabung. Untuk Sarpras khusus
yang diperlukan oleh unit layanan, maka
disediakan oleh unit layanan tersebut.

UTAMAKAN KENYAMANAN

Baik pemberi layanan maupun penerima
layanan harus mendapatkan kenyamanan
dalam melakukan aktifitas pada MPP

LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS

Perlu diperhatikan saran dan prasarana
untuk pengguna layanan berkebutuhan
khusus, agar yang bersangkutan dapat
melakukan aktifitas juga pada MPP

» o

PENGATURAN TATA LETAK

Perlu diperhatikan pengaturan tata
letak unit layanan, agar jangan
sampai unit layanan dengan
jumlah pengguna layanan cukup
besar, berdampingan satu dengan
lainnya.

PENUGASAN SDM

SDM yang ditugaskan sebagai front
office harus dibekali dengan
pengetahuan yang cukup terkait
dengan bidang tugasnya, serta
mampu memberikan pelayanan
dengan baik kepada pengguna
layanannya



Fasilitas Mal Pelayanan Publik

Counter 2 Tempat 4 Easilitas
SEIEVEREY Bermain Ana

L

ATM CENTER

g




W . Penandatanganan MoU dan PKS

Q

Hal yang dapat diatur
dalam MoU dan PKS:

| \ 1. Maksud dan Tujuan
2. Hak dan kewajiban para pihak

3. Mekanisme monitoring dan evaluasi

_ 4. Tata cara penyelesaian permasalahan

5. Dan lain-lain yang dianggap perlu



5. PERESMIAN

Sebelum dilakukan peresmian, hal
vang perlu diperhatikan adalah:

1. Sarana dan prasarana sudah siap digunakan

2. Instansi yang akan bergabung sudah siap
melakukan operasional

3. Sudah dikonsultasikan dengan Kemenpanrb
dan sudah mendapatkan persetujuan untuk
diresmikan

4. Sudah dilakukan ujicoba operasional untuk
melihat kesiapan seluruh aspek yang ada




Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi 2 O 1 7
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MPP SURABAYA MPP BANYUWANGI MPP DKI JAKARTA
6 Oktober 2017 6 Oktober 2017 12 Oktober 2017



Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi 2 O 1 8
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KOTA BATAM
429

Layanan
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MPP DENPASAR MPP TOMOHON MPP KARANGASEM MPP BADUNG MPP BATAM
12 Februari 2018 21 April 2018 22 Juni 2018 17 September 2018 20 September 2018
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. Layanan

MPP KAB PROBOLINGGO MPP PADANG MPP KULON PROGO
19 Desember 2018 27 Desember 2018 28 Desember 2018



Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi

MPP BANYUMAS MPP SIDOARJO
18 Januari 2019 29 Januari 2019

2 ‘Mﬂ QN

56 Layana

MPP PEKANBARU

6 Maret 2019

VUK

103 Layanan |

MPP KOTA PALOPO MPP KAB SLEMAN

3 Mei 2019

15 Mei 2019

gl

| I I I ~GRHA TIYASA

1 45 Layanan

MPP BOGOR

26 Agustus 2019



Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi 2 O 1 9

(4 361 La
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MPP SUMEDANG MPP BANDA ACEH MPP PAYAKUMBUH
16 September 2019 3 Desember 2019 17 Desember 2019

anan ' | 167 Layanan

176 Layanan - 250 Layanan
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MPP SAMARINDA MPP KAB KEBUMEN
19 Desember 2019 20 Desember 2019



Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi 2 O 2 O

Layanan Layanan
MPP BATANG MPP BARRU
23 Januari 2020 20 Februari

2020
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& Fasilitasi koordinasi antara pihak — pemerintah daerah,
pemerintah pusat, BUMN/D, swasta

' @ Fasilitasi upaya integrasi sistem pelayanan antar
unit-unit pelayanan

& Fasilitasi pendampingan studi tiru MPP

& Fasilitasi penyelesaian permasalahan lainnya



KUNCI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

~
N
KOMITMEN O | h
‘ ’ L
Komitmen kepala Daerah Integrasi pelayanan pusat
dan daerah
e m—
| o \ KINERJA & KUALITAS
Kerjasama semua Menekankan pada kualitas
penyelenggara pelayanan pelayanan dan




KESIMPULAN

Memberikan

Pelayanan dengan

KemenpanRB akan

Membangun front office 1§ B melakukan

yang terintegrasi ke SIS} Al pemantauan

dalam satu sistem

INFDRMATIDNCENTER - dan evaluasi

database bersama

terhadap
penyelenggaraan MPP

Instansi yang

bergabung dalam MPP
tidak berbayar



Deputi Bidang Pelayanan Publil Rementerian PrANRE



